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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan Indonesia dalam rezim ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement (ACIA) terhadap perkembangan UMKM Indonesia. dalam penelitian ini 

penulis menggunakan teori Kepatuhan Rezim Internasional yang dikemukakan oleh Ronald B. Mitchell dalam 

bukunya Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environtmental 

Law dan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan makalah 

secara mendalam dengan dua objek utama dan dua objek tambahan, kondensasi data, data display dan verifikasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, pada tahap Output yang merupakan suatu bentuk kepatuhan negara 

dengan kebijakan rezim yang didasari pada Indonesia melalui status keanggotaannya di MEA juga harus ikut 

mematuhi ACIA sebagai bagian dari tujuan MEA yakni integrasi ekonomi kawasan dalam tahapan ini negara sudah 

mendapatkan Output melalui status keanggotaanya pada MEA terhadap ACIA. Kedua, pada tahap Outcome yang 

merupakan perubahan sikap negara yang telah menerapkan kebijakan rezim dan menyesuaikannya dengan peraturan 

dalam negeri pada tahap ini Indonesia telah meratifikasi ACIA dalam Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2011 tentang 

pengesahan ACIA di Indonesia, serta menyesuaikannya dengan peraturan dalam negeri terkait investor asing 

perubahan lainnya juga terlihat pada kebijakan pemerintah Indonesia yakni adanya kolaborasi antara Kemenkop UKM 

dengan BKPM nasional yakni mewajibkan para investor asing untuk bekerjasama dengan pelaku UMKM Indonesia 

apabila ingin menanamkan modalnya di Indonesia, pada tahap ini Indonesia telah mendaptkan Output yang merupakan 

perubahan sikap negara Indonesia terhadap kebijakan rezim tersebut. Pada tahap ketiga Impacts yang merupakan hasil 

yang diterima suatu negara yang telah mematuhi sekaligus menyepakati kebijakan dari rezim tersebut dalam tahapan 

ini melalui ratifikasi ACIA, bisa menjawab hambatan pelaku UMKM Indonesia khususnya dalam bidang permodalan, 

sumber daya manusia, teknologi dan akses pasar global. 

Kata Kunci: ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), Indonesia, Kepatuhan, Rezim, Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
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ABSTRACT 

 This study aims to determine how Indonesia's compliance with the ASEAN Comprehensive Investment 

Agreement (ACIA) regime towards the development of Indonesian MSMEs. In this study the author uses the 

International Regime Compliance theory proposed by Ronald B. Mitchell in his book Compliance Theory: 

Compliance, Effectiveness, and Behavior Change in International Environmental Law and uses a qualitative 

descriptive method with data obtained from books, journals, articles and papers systematically. immersive with two 

main objects and two additional objects, data condensation, data display and data verification. The results of this study 

indicate that first, at the Output stage, which is a form of state compliance with regime policies based on Indonesia 

through its membership status in the MEA, it must also comply with ACIA as part of the AEC objective, namely 

regional economic integration. its membership status in the MEA against ACIA. Second, at the Outcome stage, which 

is a change in the attitude of the state that has implemented regime policies and adapted them to domestic regulations, 

at this stage Indonesia has ratified ACIA in Presidential Regulation no. 49 of 2011 concerning the ratification of ACIA 

in Indonesia, as well as adapting it to domestic regulations related to foreign investors. Other changes are also seen in 

the Indonesian government's policy, namely the collaboration between the Kemenkop UKM and the national BKPM, 

which requires foreign investors to cooperate with Indonesian SMEs if they want to invest their capital. in Indonesia, 

at this stage Indonesia has obtained an output which is a change in the attitude of the Indonesian state towards the 

policies of the regime. In the third stage, Impacts, which are the results received by a country that has complied and 

agreed to the policies of the regime at this stage through ACIA ratification, can answer the obstacles for Indonesian 

MSME actors, especially in the fields of capital, human resources, technology and global market access. 

 

Keywords: ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), Compliance, Indonesia, Micro, Small 

and Medium Enterprises, Regime. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kerja sama dalam bentuk integrasi ekonomi kawasan, menjadi topik pembahasan penting 

pada konferensi tingkat tinggi ke-9 di Bali, para pemimpin sepakat untuk membentuk 

masyarakat ekonomi ASEAN atau yang dikenal dengan ASEAN Economic Community (AEC) 

yang dikenal juga dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tujuan terbentuknya 

masyarakat ekonomi ASEAN merupakan inisiasi dari para pemimpin negara anggota untuk 

memajukan pasar ASEAN sebagai wilayah yang mendapatkan  integritas ekonomi yang 

memiliki tingkat kestabilan daya saing yang kompetitif, nilai pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi yang merata, menghapuskan kemiskinan yang berada dalam satu induk kawasan 

secara ekonomi politik (Sudomo, 2018). Jadi terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN adalah 

wujud dari integritas pertumbuhan nilai ekonomi yang tujuannya untuk mensejahterakan 

seluruh masyarakat yang ada di kawasan ASEAN dengan menerapkan nilai dan sistem 

liberalisasi ekonomi. 

Dalam mewujudkan terciptanya keadaan ekonomi yang stabil dan pasar bebas, maka   

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memiliki 4 pilar sebagai misi untuk mencapai visi nya 

yakni (Ditjen PPI Kemendag, 2018): 

1. Pasar Tunggal yang Berbasis Produksi 

2. Daya Saing Kawasan Ekonomi yang Kompatibel dan Kompetitif 

3. Pembangunan Ekonomi secara Merata 

4. Integrasi dengan Nilai Ekonomi Global 

Berdasarkan 4 pilar tersebut yang merupakan dasar untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 

2025, agar ASEAN memiliki pertumbuhan ekonomi, yang terarah dan terintegrasi, menjadi 

kawasan regionalisme yang kompetitif inovatif dan memiliki sifat yang dinamis, terwujudnya 

kerja sama secara sektoral, mengandalkan peran manusia sebagai proses perwujudannya dan 

menjadi komunitas global (Asean Economic Center , 2017). Upaya-upaya yang telah di  lakukan 

juga telah menjadi rumusan perwujudan untuk mencapai pilar pertama yakni agar terciptanya 

pasar tunggal yang berbasis produksi sebagai langkah awal para negara anggota ASEAN 

menilai pilar pertama adalah yang paling serius untuk diangkat sebagai topik tahunan karena 
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dari pilar pertama munculah kesepakatan baru yang dikenal dengan ASEAN Trade In Goods 

diantaranya mencakup kesepakatan yakni liberalisasi Investasi di kawasan ASEAN (ASEAN, 

2015). Hadirnya kebijakan liberalisasi MEA merupakan sebuah bentuk upaya dari rezim 

internasional kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk menciptakan Asia Tenggara sebuah 

kawasan yang memiliki potensi, khusunya dibidang investasi.  

Indonesia telah menyepakati kerja sama dalam bidang investasi, salah satunya melalui 

ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang sudah berlaku atau entry into 

force terhitung sejak tanggal 29 Maret 2012. Terciptanya ACIA adalah untuk menciptakan 

kawasan ASEAN sebagai wilayah investasi yang terbuka secara bebas atau free and open 

investment destination dengan harapan bisa meningkatkan daya saing investasi di kawasan Asia 

Tenggara. Negara Indonesia telah meratifikasi ACIA sejak tanggal 8 Agustus 2011 yang berisi 

mengenai Cha-am Thailand pada tanggal 26 Februari 2009. Pemerintah Republik Indonesia di 

era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono juga telah menandatangani ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement dan menyetujui pertemuan tersebut dengan Peraturan 

Presiden yang berisi, bahwa Indonesia telah menandatangani ASEAN Comprehensive 

Invesment Agreement yang merupakan hasil kesepakatan dari seluruh delegasi-delegasi yang 

ada di  Asia Tenggara (Peraturan Presiden Republik Indonesia , 2011). Ratifikasi ini ditandai 

dengan munculnya Peraturan Presiden No.49 Tahun 2011 tentang pengesahan ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement. Tidak hanya sebatas Peraturan Presiden Indonesia, pada 

tahun 2019 di Phuket-Thailand para menteri ekonomi ASEAN juga kembali menegaskan  

peningkatan investasi di wilayah Asia Tenggara, momentum ini juga ditandai dengan 

penandatanganan protokol ke-4 amandemen ASEAN Comprehensive Investment Agreement 

(ACIA). Dalam peraturan protokol ke-4 ini terdapat beberapa penyempurnaan yang lebih rinci 

mengenai Prohibition of Performance Requirments (PPR),  yang berkaitan langsung dengan 

Trade Related Investment Measures (TRIMS) dan juga World Trade Oragnization  (WTO) 

(Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2019). ACIA juga memiliki tujuan dalam 

memaksimalkan investasi di ASEAN dengan cara membaginya menjadi 4 pilar yakni 

liberalisasi, proteksi, fasilitasi dan promosi. ACIA juga berada dibawah kewenangan ASEAN 

Investment Area (AIA), pembentukan instrumen ini terjadi berdasarkan Ministers Body yang 

berada langsung dibawah badan koordinasi ASEAN Economic Ministers yang bertanggung 

jawab untuk mengawal dan mengawasi kinerja dan implementasi ACIA (Sekretariat Nasional 
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ASEAN-Indonesia). Didalam sebuah rezim liberalisasi ekonomi ASEAN juga sudah 

mengandung beberapa kemungkinan yang akan berjalan secara berurutan dan terbagi menjadi 

beberapa instrumen yang akan diterapkan dan bersifat mendukung secara penuh. Dalam konteks 

nya, ACIA diawasi oleh AIA sebagai bentuk fasilitator untuk mengawasi, mengawal sekaligus 

bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pelaksanaan ACIA itu sendiri. 

Tabel 1. 1: Investor Asing di Indonesia (Dikelola Penulis) 

Asal Negara  Jumlah Investasi (Satuan $) 

Amerika Serikat 1238.30 US$ 

Kanada 8.50 US$ 

Belgia 23.90 US$ 

Denmark 0.10 US$ 

Perancis  158.70 US$ 

Italia  22.90 US$ 

Belanda  966.50 US$ 

Norwegia  7.80 US$ 

Jerman 75.80 US$ 

Inggris  934.40 US$ 

Swiss 255.10 US$ 

Jepang 2456.90 US$ 

Korea Selatan 1949.70 US$ 

Hongkong 309.60 US$ 

Singapura  4856.40 US$ 

India  78.10 US$ 

Australia 743.60 US$ 

                                        Sumber: (Nasional, 2020).  

Berdasarkan tabel 1.1 yaitu investor asing di Indonesia ada beberapa negara yang 

menanamkan modalnya di Indonesia dengan jumlah yang banyak, terdapat negara Amerika 

Serikat dengan jumlah investasi mencapai US$ 1238.30 jumlah investasi ini merupakan jumlah 

terbesar diantara negara lainnya seperti, Kanada US$ 8.50, Belgia US$ 23.90, Denmark US$ 

0.10, Perancis US$ 158.70, Italia 22.90 US$, Belanda US$ 966.50 US$, Norwegia US$ 7.80, 
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Jerman US$ 75.80, Inggris US$ 934.40, Swiss US$ 255.10, Jepang US$ 2456.90, Korea Selatan 

US$ 1949.70, Hongkong US$ 309.60, Singapura US$ 4856.40, India  US$ 78.10, Australia 

US$ 743.60.   

ACIA dapat diartikan sebagai revolusi instrumen yang telah ASEAN terapkan sebelumnya 

terkait dengan investasi, yakni Persetujuan Kerangka Kerja Tentang Kawasan Penanaman 

Modal ASEAN Framework Agreement on the ASEAN Investment Area atau AIA Agreement 

pada tahun 1998, lalu kedua ada persetujuan ASEAN untuk peningkatan dan perlindungan 

investasi ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investment tahun 1987,  yang 

juga dikenal dengan istilah ASEAN Investment Guarantee Agreements (ASEAN IGA). ACIA 

merupakan suatu langkah yang digunakan untuk mengundang para investor asing masuk ke 

dalam negara-negara Asia Tenggara, karena amandemen ini berisi tentang persetujuan dari 

seluruh pihak ASEAN untuk menciptakan suatu kondisi yang terstruktur dalam penanaman 

modal secara berkelanjutan di ASEAN sekaligus dalam mencapai tujuan dari pembentukan 

masyarakat ekonomi ASEAN yakni liberalisasi ekonomi di kawasan ASEAN (Delfiyanti, 

Perjanjian ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Tahun 2019: Prospek dan 

Tantangannya Bagi Indonesia). ACIA merupakan bagian dari kerangka kerja MEA terhadap 

peningkatan investor asing di kawasan Asia Tenggara dengan memberikan akses bebas kepada 

negara anggota MEA yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi yang setara dan stabil sesuai 

dengan cetak biru MEA. Lingkungan penanaman yang sangat liberal, transparatif, fasilitatif 

serta memiliki daya saing merupakan langkah bagi semua negara anggota ASEAN. Sesuai 

dengan keinginan-keinginannya dalam Blueprint ASEAN. Secara garis besar ACIA juga telah 

memberlakukan liberalisasi dengan aturan penanaman modal yang tidak terlalu memberatkan 

para investor yaitu dengan memperluas non-diskriminasi, menerapkan sistem National 

Treatment dan Most Favoured Nation terhadap seluruh investor asing (Delfiyanti, Persetujuan 

Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (ACIA) Dalam Rangka Liberalisasi Penanaman Modal 

Pada Masyarakat Ekonomi ASEAN , 2017).  

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kegiatan pasar yang dilakukan oleh 

masyarakat lokal dengan modal yang sedikit, berproses dan memiliki jangka waktu tertentu dan 

bersifat membantu karena secara tidak langsung Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di 

Indonesia juga memiliki dampak dalam sektor lapangan pekerjaan dan memberikan 

sumbangsihnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Wahyuningsih, 2009). Hal ini 
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memiliki arti bahwa UMKM merupakan suatu konsep dalam negeri yang diciptakan oleh 

masyarakat lokal untuk meningkatkan daya saing pasar domestik yang dikerjakan, modal yang 

berproses secara bertahap dan berdampak baik bagi pertumbuhan nilai ekonomi dalam negeri 

melalui konsep pasar yang akan terus berputar ke dalam negeri saja. Usaha Mikro Kecil 

Menengah juga memiliki peran baik terhadap pertumbuhan daerah di Indonesia karena 

mengacu pada perkembangan produksi barang lokal dengan menggunakan dan memanfaatkan 

tenaga kerja setempat, salah satu faktor untuk mendorong roda perekonomian dalam negeri juga 

berasal dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Resalawati, 2011). Dengan munculnya 

UMKM akan sangat berperan dalam sektor tenaga kerja, sebab sifatnya yang masih kecil dan 

menengah akan sangat dipastikan bahwa para pelaku UMKM akan sangat membutuhkan tenaga 

kerja yang berasal dari dalam negeri. Hal ini terjadi karena adanya unsur untuk 

mengembangkan pertumbuhan nilai ekonomi di dalam negeri.  

Tabel 1. 2: Perkembangan UMKM di Indonesia 2018-2019 (Dikelola Penulis) 

Unit Usaha Jumlah (2018) Presntase (%) Jumlah (2019) Presentase (%) 

Usaha Mikro 63.350.222 98,68% 64.601.352 98,67% 

Usaha Kecil  783.132 1,22% 798.679 1,22% 

Usaha Menengah 60.702 0,09% 65.465 0,10% 

Sumber: Data Pusat Statistik Nasional 2018-2019   

Berdasarkan data yang dikelola pada tabel 1.2 perkembangan UMKM dalam unit usaha 

mikro pada tahun 2018 sebanyak 63.350.222 pelaku UMKM di sektor unit usaha mikro, jika 

dipersentasikan jumlah nya mencapai 98,68%, angka tersebut merupakan angka yang hampir 

mengisi keseluruhan jumlah unit usaha UMKM Indonesia. Pada tahun 2019, pertumbuhan unit 

usaha mikro kembali naik menjadi 64.601.352, atau jika dipersentasikan menjadi 98,67%. Lalu 

untuk pertumbuhan unit usaha kecil pada tahun 2018 tercatat sebanyak 783.132 pelaku UMKM 

di unit usaha kecil jika dipersentasikan mencapai angka 1,22%, lalu pada tahun 2019 

pertumbuhan tersebut naik menjadi 798.679 pelaku usaha di bidang usaha kecil. Untuk 

perkembangan UMKM di unit usaha menengah pada tahun 2018 sebanyak 60.702 jika 

dipersentasikan perkembangan di unit usaha menengah tumbuh sebesar 0,09% dan di tahun 

2019 pelaku di unit usaha menengah naik menjadi 65.465 atau jika dipersentasikan menjadi 

0,10%. 



20 
 

Penjelasan tabel 1.2 mengenai perkembangan UMKM di Indonesia pada tahun 2018-2019 

berkembang secara signifikan, hal tersebut berdasarkan fenomena yang sudah terjadi bahwa 

hanya dalam kurun waktu satu tahun saja para pelaku UMKM di masing-masing unit nya terus 

bertambah sesuai dengan jumlah para pelaku UMKM jika digabungkan. Sebab pertumbuhan 

UMKM didasari dengan berbagai inovasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut 

dikarenakan oleh pertumbuhan yang sangat besar yang terdapat pada sektor usaha mikro, 

fenomena ini terjadi karena masyarakat Indonesia yang cenderung melihat sebuah potensi besar 

didalamnya. Usaha mikro tergolong dalam kategori produk usaha yang sangat mudah dibentuk 

dengan menggunakan modal sedikit dan tenaga kerja setempat, usaha mikro dapat terwujud dan 

berkembang Pertumbuhan dalam sektor usaha lainnya juga merupakan sebuah gagasan baru, 

sebab setiap pelaku UMKM akan terus meng-upgrade produknya yang bertujuan agar 

terciptanya daya saing yang kompetitif dan kompatibel.  

Keberhasilan UMKM merupakan suatu entitas bangsa dan negara karena UMKM memiliki 

peranan dalam bidang perekonomian negara (Rohim, 2018). Munculnya UMKM akan 

berdampak baik terhadap perkembangan pasar domestik karena hampir semua unsur yang ada 

didalam UMKM semuanya berasal dari dalam negeri. Menurut Joseph Aschumpeter, nilai 

ekonomi bisa bertumbuh dengan baik dikarenakan adanya inovasi selama terjadinya proses 

produksi yang dilakukan oleh para enterprenur karena mereka dapat membuat suatu hal yang 

tidak bernilai menjadi memiliki nilai tambah.  

Namun disisi lain pemanfaatan nilai-nilai potensi pasar di era globalisasi dan kerja sama 

regional belum bisa dimanfaatkan terlalu banyak oleh para pelaku UMKM, permasalahan ini 

muncul karena sifat pelaku UMKM Indonesia masih memiliki orientasi yang cenderung untuk 

mendaptkan keuntungan saja dan tidak ingin untuk lebih meningkatkan kapasitas nilai-nilai 

produknya. Hambatan lainnya juga hadir dalam sektor permodalan dan perkembangan 

teknologi yang seharusnya kedua faktor tersebut menjadi peningkatan produktifitas UMKM 

tidak bisa terealisasikan karena pelaku UMKM yang belum melihat potensi perkembangan 

teknologi. Permodalan dan sumber daya manusia menjadi hambatan bagi pelaku UMKM, 

kedua hambatan tersebut merupakan suatu indikator penting dalam pergerakan UMKM 

kedepannya. Hambatan yang lainnya juga muncul melalui sistem akses pasar lokal dan 

pergerakan pemasaran yang terbatas dan lebih dikuasai oleh para pelaku usaha besar. Kendala 

juga hadir dari para pelaku UMKM yang belum bisa membedakan keuntungan pribadi dengan 
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keuntungan usaha, usia UMKM juga cenderung memiliki rentan waktu yang singkat   

(Darmawan, 2011). Hambatan-hambatan tersebut sangat berpengaruh dalam perkembangan 

UMKM, sebab penjabaran hambatan tersebut merupakan suatu induk penting untuk UMKM 

tumbuh dan berkembang. 

Berdasarkan dari beberapa fenomena yang telah terjadi, penulis merasa perlu untuk 

meneliti topik permasalahan ini karena Indonesia sendiri telah mematuhi kesepakatan 

liberalisasi MEA khusus nya dibidang investasi. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan 

Indonesia yang telah menyepakati bentuk liberalisasi investasi ACIA dalam bentuk ratifikasi 

yang tersusun dalam Peraturan Presiden No.49 Tahun 2011 tentang Pengesahan ACIA. Lalu 

penulis juga akan melihat bagaimana tingkat efektifitas negara Indonesia yang telah mematuhi 

semua kebijakan liberalisasi MEA di bidang investasi khususnya dalam perkembangan UMKM 

Indonesia.  

1.2   Rumusan Masalah  

 Berdasarkan fenomena yang telah terjadi dan telah penulis deskripsikan di latar belakang, 

maka telah di rumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Kepatuhan Indonesia dalam 

Rezim ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Liberalisasi Terhadap 

Perkembangan UMKM Indonesia. 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian Objektif 

   Tujuan dari peneltiain ini yaitu untuk mengetahui Kepatuhan Indonesia dalam Rezim 

ACIA Terhadap Perkembangan UMKM Indonesia. 

1.3.2 Tujuan Penelitian Subjektif 

1. Sebagai salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana di di Jurusan 

Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. 

2. Memperluas pemahaman teori dan aplikasinya dalam kajian Ilmu Hubungan 

Internasional 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini memiliki 2 kategori manfaat yaitu:  
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1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dibidang akademis untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan dibidang Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam 

rezim internasional ACIA dengan perkembangan UMKM Indonesia.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat dibidang peningkatan kebijakan   

mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari pemerintah terhadap rezim 

investasi ACIA di Indonesia.  
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